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Non-intervensi merupakan suatu prinsip/norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak
diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan
dalam negeri (yurisdiksi domestik) negaralain. Urusan atau permasal ahan tersebut misalnya menyangkut
penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara.
Dalam Piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat antara lain pada pasa 2 (7), beberapa
pasal lain dalam Piagam PBB misalnya pasal 42 dan 51 juga mengatur mengenai hal ini. Prinsip non-
intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat dengan adanya deklarasi tahun 1970 (resolust Majelis
Umum PBB 2625 (XXV) tahun 1970), prinsip non-intervensi dalam deklarasi 1970 ini terdapat pada pasal 1
ayat (3). Melalui instrumen tersebut dapat dilihat bahwa tiap bentuk intervensi yang merugikan negara yang
diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Dalam realitas pergaulan internasional, prinsip
non-intervensi ini belum dijalankan secara penuh oleh negara-negara dalam hubungan antar negara yang
mereka lakukan. Setiap negara pada saat ini berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam
pergaulan mereka, namun dalam pelaksanaannya prinsip ini sering disalahgunakan, terutama oleh negara-
negara besar yang cenderung ingin memberikan pengaruhnya kepada negara-negara kecil. Efektivitas
berbagai peraturan prinsip non-intervensi yang ada didalam berbagai instrumen hukum internasional hingga
saat ini masih dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik.
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